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Landasan Hukum

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Asas:

a. keterpaduan; e. Keterbukaan;

b. keserasian, f. kebersamaan dan
keselarasan, dan kemitraan;
keseimbangan; g. pelindungan kepentingan

c. keberlanjutan; umum;

d. keberdayagunaandan h. kepastian hukum dan
keberhasilgunaan; keadilan; dan

I.  akuntabilitas.
Tujuan
Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Sasaran

A terwujudnya keharmonisan antaralingkungan alam dan
lingkungan buatan;

A terwujudnya keterpaduan dalampenggunaan sumber
daya alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia; dan

A terwujudnya pelindungan fungsiruang dan pencegahan
dampak negatif terhadaplingkungan akibat pemanfaatan
ruang.
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Konsep Dasar

PenyelenggaraarPenataan
Ruangmeliputi kegiatan:

TUR-BIN-LAK-WAS

A Pengaur an
A Pembin aan
A Pelak sanaan
A Pengavasan

PELAKSANAANPenataan
Ruangdilakukan melalui:

A Perencanaan tata ruang,

A Pemanfaatan ruang, dan

A Pengendalian
pemanfaatanruang.

N
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A. Tahap Perencanaan

RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga
kabupaten/kota. Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi.

Konsultasi

Prosedur Penyusunan
BKPRD Proving RTRW Kabupaten/Kota

- Permendagri;

_______________________________________________________________________________

-Permen PU; :
-Permen Kelautan dan KONSTULTAST o iy N . _:

Perikanan; TNSTANSTPUSAT Dihasilkan 'Persetuma_'lr
-DI Substansi Teknis »|vaNG MEMBIDANGI| | > Substansi

Teknis

| Atas Dasar Surat Rekomendasi ﬂlwﬁ_
Dikoordinasi oleh BKPRN W

RAPERDA YANG TELAH

KONSULTASI KEPADA MENTERI, DAN DISETUJUI DPRD
Pasal 245 SELANJUTNYA MENTERI DIAJUKAN OLEH
ayat (4) BERKOORDINASI DENGAN MENTERI

YANG MEMBIDANGIURUSAN TATA BUPATI/WALIKOTA
RUANG l
Evaluasi Dilakukan

MENDAGRI

GUBERNUR Dilakukan

Diselenggarakan Surat
Raperda RTRWK/K

Hasil :
T Dl aprorlo i e T ek G L L L L L LT Evaluasi dari -
: 1Hasfl Bupati/ :
| PerdaRTRWK/K | L_______ 1 LY Waliketa----

dengan Pemberian
Nomor Register

Oleh Bupati/Walikota
Gubernur Menetapkan

Raperda menjadi
Perda

Hasil Evaluasi diikuti J
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Penetapan RTR di Provinsi Kalimantan Timur

Status Perpres dan Perda Rencana Tata Ruang

RTRW Provinsi

RTR Pulau Perda No. 1 Tahun 2016

Perpres No. 3 Tahun 2012
tentang RTR Pulau

Kalimantan RTRW Kabupaten
TelahmenetapkanPerda: 4 Kab
RTR KSN Belum menetapkan Perda: 3 Kab
APerpres No. 31
Tahun 2015 tentang RTRW Kota
RTR Kawasan Telah menetapkan Perda3 Kota
Perbatasan Negara Belum menetapkan Perda -

di Kalimantan
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Penanganan Permasalahan RTRW di Provinsi
Kalimantan Timur

RTRW yang masih perlu melakukan kesepakatan dengan Sektor
Kehutanan:

Kab. Berau, Kab. Kutai Timur

F Pendampingan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perda RTRW

F Provinsi memantau, mempercepat dan memfasilitasi proses evaluasi di
Provinsi.

RTRW yang sedang masih dalam proses penyusunan:
Kab. Mahakam Hulu

Z Provinsi menyediakan tenaga ahli individual dari kegiatan
dekonsentrasi untuk membangtu kabupaten memperbaiki peta RTRW
dan menyelesaikan konsultasi ke BIG;

F Pemerintah Pusat memfasilitasi persetujuan substansi
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B. Tahap Pemanfaatan

2. Indikasi
sumber pendanaan

1. Indikasi
program utama
ARAHAN
PEMANFAATAN

RUANG
3. Indikasi

instansi pelaksana

4.Indikasi waktu
pelaksanaan

Rencana Terpadu
dan Program
Investasi
Pemanfaatan Ruang

Jangka Menengah
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Elaborasi RTR dalam lingkup Wilayah

Rencana Umum Rencana Rinci

RTR KSN

SRR

3 2 W >
B g e

' ’ ¢ - 'Kab/Kota
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Arahan PengembangarRTRPulauKalimantan di
Provinsi Kalimantan Timur (1)

Sistem Perkotaan Nasional

1. Balikpapan 1. Tj.Redep 5. Sendawar (tidak ada)
2. Samarinda 2. Sangata 6. Tenggarong
3. Bontang 3. Sangasanga 7. Penajam

4. TanahGrogot

Sistem Jaringan Transportasi Nasional

1. PelabuhanBalikpapan (utama) 1. BandaraSepinggan(pengumpul-primer)
2. PelabuhanSamarinda(pengumpul) 2. BandaraSamarindaBaru (pengumpul-
3. PelabuhanTj.Sangatgpengumpul) sekunder)

4. PelabuhanTj.Redeb(pengumpul) 3. BandaraKalimarau-Berau(pengumpul
5. PelabuhanTanahGrogot(pengumpul) tersier)

6. PelabuhanTanjung Santang(pengumpul) 4. BandaraBontang(pengumpultersier)
7. PelabuhanMaloi (pengumpul)
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Arahan PengembangarRTRPulauKalimantan di
Provinsi Kalimantan Timur (2)

Sistem Jaringan Energi Nasional

1. Perwujudanjaringan pipa minyak dan gasbumi (Tj.Santan Bontang, Kutai
Kartanegara Kutai Timur, PenajamPaserUtara, Pasel)

2. Pembangkittenagalistrik

PLTU Tanah Grogot, KotaBangun Teluk Balikpapan,Kaltim Baru,
& Petung

PLTG Kaltim-Peaking,Senipah Sambera & Tj.Batu

PLTGU Tj.Batu

PLTMG Bontang

PLTA Sebakung

3. Jaringantransmisi tenagalistrik (melayani kawasanperkotaan nasional, kawasan
andalan kawasanterisolasi, dan kawasanperbatasannegarg
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Arahan PengembangarRTRPulauKalimantan di
Provinsi Kalimantan Timur (3)

Kawasan Lindung Nasional

CagarAlam Muara Kaman Sedulang(Kutai Kartanegarg, Padang_uwai
(Kutai Barat), Teluk Apar (Pasel), & Teluk Adang(Pase),

Taman Nasional Kutai (Kutai Timur, Kutai Kertanegara &Bontang)

TamanHutan Bukit Suharto (Kutai Kertanegara& PenajamPaserUtara)
Raya

Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional

KawasanAndalan Kehutanan Sasamawa
KawasanAndalan Perkebunan Sasamawa% Bonsamtebajam
KawasanAndalan Perikanan SasamawaBonsamtebajam & Laut Bontang

Tarakan
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Posisi Sinkronisasi Program Sektor dalam
Perencanaan Pembangunan

RTRW
saling mengacu . RTRW Pulau/Kepulauan

Nasional

pedoman

sinkronisasi dan penyepakatan

pedoman

Hasil
pedoman l ) Kesepakatan
Sinkronisasi

dijabarkan

Program Sektor

Keterangan:

RPI2JM:Rencana Pengembangan Infrastruktur
dan Investasi Jangka Menengah

masukan penyusunan atau penyempurnaan RTPIPRJM:Rencana Terpadu dan Program
Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

Dalam lingkup nasional, RTRW dioperasionalisasikan melalui RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis
Nasional (KSN).

RPI2JM atau RTPIPRJM menurunkan Indikasi Program pembangunan infrastruktur Kementerian/Lembaga

(K/L) yang termuat di RTR KSN ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan.

RPI2JM atau RTPIPRJM disinkronisasikan dengan Renstra K/L dan menjadi masukan untuk penyusunan RKP
(melalui Musrenbangnas) dan RPJMN.
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Contoh:

Peta Indikasi Program RPIPRJM Kawasan Perbatasan Negara

di Kalimantan

> //“:,.
C. Pujung* S [

3
) Kab‘rM_aIin(aq e
s S =y

i Kab. Kutai Timur
Prov. Kalimantan Timur &
\'. {

Keterangan:

A : Program Ditjen Sumber Daya Air,
Kementerian PUPR

B : Program Ditjen Bina Marga, Kementerian
PUPR

C : Program Ditjen Cipta Karya, Kementerian
PUPR

E : Program Kementerian ESDM

F : Program Kementerian Kominfo

A.17

B.29

B.17

B.18

Cc.2

F.3

Pembangunan Infrastruktur
Penanggulangan Banijir

3 [4
G o s
LoV aliman;ari Utara

N Kab. Bulungan

Kab. Mahakam Hulu

Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Kab. Mahakam Hulu

Tering- Long Pahangai

0AT AAT ¢cOT AT * Al Al
Pahangai

oAl AAT ¢cOT Al
Kalimantan Utara

* Al AT

Pembangunan IPA

Pembangunan tanda batas wilayah
kedaulatan RI di daerah perbatasan dan
pulau terdepan

Pembangunan tower telekomunikasi di
daerah perbatasan

Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

Pembangunan 6 BTS di Kabupaten
Mahakam Ulu
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Proyek Strategis Nasional Nawacita di Provinsi
Kalimantan Timur (1)

Saatini, telah ditetapkan program pembangunanprioritas nasional, sebagaibagian
dari program nasional (Nawacita) dan berbagai kebijakan nasional lainnya yang
terkait . Program PembangunanPrioritas Nasionaldi Provinsi Kaltim meliputi :

1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol :

Jlan Tol Balikpapanz Samarinda sepanjang 99 km.

Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota

Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi, lokasi: Kab. Paser, Kab. Penajam Paser
Utara dan KotaBalikpapan

3. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas:
Pelabuhan KEK Maloy
4. Proyek Pembangunan Kilang Minyak
U Kilang Minyak Bontang
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Proyek Strategis Nasional Nawacita di Provinsi
Kalimantan Timur (2)

5. Proyek Bendungan
U Bendungan Marangkayu di Kab. Kutai Kertanegara
U Bendungan Teritip di Kota Balikpapan

6. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/KEK
U Maloy Batuta Trans Kalimantan

/. Food Estate

U Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab.
Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau
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Program Prioritas Nasional (Nawacita) dalam

RTRW Kab/Kota di Provinsi Kaltim
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Keterangan:
Tidak terakomodir dalam
RTRW Kab/Kota
Sudahterakomodir dalam
RTRW Kab/Kota
RTRW Kab/Kota belum

Perda




